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ABSTRAK

Sankst dan pertanggung  jawaban hukum  MNotans sebagar PPAT diatur
pelaksanaannya dengan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT
adalah merupakan suatu realicasy dan tujuan pemerintah untuk mewujudkan kaedah
akan kepastian hukum dan tata tertib dalam bidang pembuatan akta jual beli tanah.
dimana dalam melakukan transakst jual beli tanah harus dilakukan olch para prhak
dihadapan PPAT dan dibuktikan dengan suatu akta otentik vang disabhkan dan ditanda
tangant oleh PPAT Penvelenggaraan pembuatan akia jual beli tanah oleh PPAT i
tidak terlepas dant PP Mo, 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanab, berkaitan
dengan semakin menimgkatnya kebutuhan masvarakat akan tanah vane membutuhkan
suatu Rondist kepastian hukum hak atas tanah baik sebagai informasi bagi pemernintah
maupun bagi masyarakat dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas
tanah.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi i adalah berkaitan  dengan
bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum  akta jual beli tanah  terhadap
penvimpangan dan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah sanksi dan
pertanggung jawaban hukum Notans sebaga PPAT dalam pembuatan akta jual beh
tanah,

Metode penehitian vang digunakan adalah metode pendekatan vang bersifat
yuridis normatif vattu penelitian vang didakukan terhadap bahan-bahan  hukum
sckunder dan data vang dipergunakan adalah data sebunder vaitu data vang diperoleh
dan buku-buku, tulisan-tulisan serta keterangan yang diperoleh dan beberapa Notans
schagar PPAT dan Pejabat Kantor Pertanahan, Alat pengumpulan data berupa studi
kepustakaan dan wawancara dan analisis data duakuban secara kualitatil, karema
penelitian penulis bersitat desknptit.

Dari hasil penelitian vang dilakukan bahwa dalam pembuatan akta jual beli
tanah oleh PPAT vang dibuat menvimpang atau terjadinva penvimpangan darn
peraturan perundang-undangan mengakibatkan akta yang diterbitkan ity memadi
tidak sah dan tidak dapat dyadikan dasac bagi pendafiaran  perubaban data
pendattaran tanah, Dalam hal pembuatan akia jual beli tanah, Notans sebagai PPAT
mempunyat tanggung jawab akan kewapbannya vang jika tidak dilaksanakan karcna
kelalatannva dapat dikenakan sankst dan mempertangeung jawabkan akta jual bell
vang telah diterbitkannya. Permasalabhan-permasalahan yvang timbul dalam pembuatan
akta jual beli tanah sangat kectl kemungkinannya terjadi karena telah dibatasi oleh PP
No. 24 Tahun 1997 yaitu Pasal 39 Resiko yang kemudian timbul dalam Kaitannva
dengan transakst jual beh tanah yang dibuat dengan akta PPA'T dapat disebabkan
karena adanva kesalahan mengenar subjek atau objeknya,



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

[embaga Notarat sudah dikenal di Indonesia semenjak Belanda menjajah
bangsa Indonesia. Pada waktu it lembaga Notariat ini terutama diperuntukkan bag
mercka sendin dan bagi orang-orang vang baik karena Undang-undang maupun
karcna suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum vang berlaku bagi golongan
cropa dalam bidang hukum perdata yaitu Burgelijke Wetboek (BW).

Semenjak Indonesia merdeka, lembaga Notariat ini secara diam-diam telah
menjadi suatu lembaga hukum nasional dan berlaku uniuk semua golongan rakvat
Indonesia. Para Notaris dibekali dengan pengetahuan hukum vane mendalam karena
mercka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tanzan belaka melainkan
menyusun suatu akta dan bda perdu memberikan pelavanan dan nasehat hukum
terhadap kliennya schelum membuat suatu akta, Oleh karena itu Notaris dapat
memben banyak sumbangan yang penting untuk perkembangan Notariat dan Hukum
Nasional,

Pasal | Peraturan Jabatan Notanis Sthld 1860 No. 3 membenkan ketentuun
tentang apa yang menjad: tugas Notaris yaitu

* Notaris adalah Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar) khusus (satu-satunya)

vang berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian

dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan,
atat para yang bersanghutan menghendaki supava dinyatakan dalam surat
otentik, menetapkan tanggalnya. menyimpan akta-akta dan mengeluarkan
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta

ttu tidiak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi
kewajibannya™.



Pejabat - umum  dalam  bahasa  Belanda stilabnya  adalah  “Openbaar
Ambtenaar” yang artinva pejabat vang bertugas membuat akta umum (openbare
akten). Seseorang dapat menjadi perabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan
oleh pemerintah dan diberr wewenang dan kewajtban untuk melavan publik dalam
hal-hal tertentu. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, SH

“"Mengenai Notans dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) meskipun

mereka ftu Pejabat Umum (etapt mercka bukan pegawai negeri dalam artt

perundang-undangan pegawai neger. kecuali apa vang dinamakan Notaris

merangkap, alah pegawal negeri vang disamping jabatannva sebagai pegawai

pamong praja. Juga ditunpuk untuk melakukan jabatan sebagai Pejabat
=] L e |

Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Notaris ditetapkan sebagai Pejabat Umum karena wewenang atau tugas
kewagibannya vang utama adalah membuat akta-akta otentik.

Dalam Pasal 1868 BW ditentukan bahwa -

“Akta otentik alah akta vang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurat

hukum, olch atau dihadapan pejabat-pejabat umum vang berwenang untuk

berbuat demikian ttu ditempat mana akta itu dibuat’™.

Akta otentik yang dibuat dan disahkan oleh pejabat vang berwenang
membertkan kepada para pthak vang membuatnva suatu pembuktian vane mutlak. hal
ini ditcgaskan oleh pasal 1870 BW. Menurut R. Socgondo Notodisocrjo, SH

“Propest Notaris mempunval artt vang penting karcna 1a diber wewenang

oleh Undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian vang mutlak, dalam

artt bahwa apa vang terdapat dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap
benar. Hal int sangat penting umtuk mereka vang membutubkan alat

pembuktian untuk suatu keperluan batk untuk kepentingan pribadi maupun
untuk suatu usaha™”

‘R Sovgonde Notodisoerjo, 1993, Hukom Notariat di Tndonesia Swate Penpedasan, P Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal 45
“lbad, hal @
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BAB IV

PENLTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian vang penulis kemukakan pada bab vang terdahulu dan

berdasarkan hasil penehtian vang tetah penubis fakukan maka dapat disimpulkan

sebagar bertkut -

Dalam pembuatan Akta Tanah vang disahkan dan dikeluarkan oleh PPAT
merupakan suatu monopoll dari PPAT, karena tidak ada mstansi fain yang dapat
menggantikannya selain pejabat vang ditunjuk oleh Menteri Oleh sehgh i dapat
dikatakan bahwa Akta PPAT mempunyi kedudukan dan Lekuatan hukum vang
kuat dan akta jual beli vang dikeluarkan PPAT dapat dipergunakan sehagai bukti
otentik terhadap bidang tanah vang dikuasai oleh seseorang. Jika terjadi
pembuatan akta jual beli tanah menyimpang dari peraturan perundang-undangean
menyebabkan akta yang dibuat menjadi udak ssh dan tidak dapat dijadikan dasar
bagi pendafiaran perubahan data pendaltaran tanah, penyimpangan vang tenjadi
dapat disebabkan oleh beberapa hal -
a. Adanya unsur kesengajaan dan itikat vang tdak baik, baik berasal dari pihak
PPAT sendin maupun para pihak vang berkepentingan,
b. Adanya kelalaian dari pihak Kantor Pertanahan di dalam mendafiarkan akta
vaitu Pegawar Kantor Pertanahan sehingga akta Jual beli tanah vang tidak sah

dapat diterbitkan Sertifikatnva.
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